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LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK

TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK
Menimbang a bahwa dengan tdah ditetgpkanya Keputusan Menteri
Energi dan Sumberdaya Minerd Nomor : 1454 / 30 /
MEM / 2002 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan
Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi terdgpat
beberapa kewenangan Pemerintah K ota Depok.
b. bahwa sdbagamana dimeksud ddam huruf  “d di aas
perlu ditetgpkan Peraturan Dagrah Kota Depok tentang
Izin Penydenggaraan Kegiatan Ussha Minyak dan Gas
Bumi.

Mengingat 1 Undang Nomor 44 Prp Tahan 1960 tentang
Petambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
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Negaa Tahun 1960 Nomor 133, tambahan Lembaran
Negara Nomor 2070).

Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusshaan
Patambangan Minyak dan  Gas Bumi  negaa
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 2971).

Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acaa Pidana (Lembaran Negaa Tahun 1981 Nomor
72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3290).

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengdolaan  Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699).

Undang — undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat [l Depok
dan Kotamadya Daerah Tingka 1l Cilegon (lembaran
negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3828).

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72
tambahan Lembaran Negara Nomor 38438).

Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penydenggara Negara yang Besh dan Bebas dai
Korups, Kolus dan Nepotisme (Lembaran Negaa
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Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang
Pengaturan dan Pengawasan Kesdamaan Kerja di
Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3003).
Peraturan Pemerinteh Nomor 11 Tahun 1979 tentang
Kedamaan Keja Pada Pemurnian dan Pengolahan
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1979
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135).
Peraturan Pemerinteh Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pdaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acaa
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Peraturan Pemerinteh Nomor 45 Tahun 1985 tentang
Baang Yang Digunaken Untuk Operas Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311).
Peraturan Pemerinteh Nomor 35 Tahun 1994 tentang
Pedoman dan Syaa-syaa Kontrak Bagi Hasl
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571).
Perauran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemeintah dan Kewenangan Propind
sebaga Dagrah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952).
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Keputusan Presden Nomor 18 Tahun 1988 tentang
Penyediaan dan Pelayanan PAumas.

Keputusan Presden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan  Undang-Undang. Rancangan
Peraturan  Pemerintah, dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000
tentang Penyidk Pegawa Negei Spil  (Lembaan
Daerah Tahun 2000 Nomor 27).

Peraturan Daerah Kota Depok No. 46 Tahun 2000
tentang Kewenangan (Lembaran Dagrah Tahun 2001
Nomor 1).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000
tentang Pembentukan Perangkat Dagrah  (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000
tentang Susunan  Organissd Peaangka Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001
tentang Tata Caa Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D).



RGS &m

Dengan Persatujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG

IZIN  PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Ddam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

o &~ 0 DN

Kota adalah Kota Depok.

Pemerintah Kota adaah Pemerintah Kota Depok.

Wadikota adalah Walikota Depok

DPRD addah Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
Penydenggaraan  Pengusahaan  Minyak dan Gas Bumi  addah
kewenangan untuk menydeggarakan kegiaan pengusheen minyak dan
gas bumi yang dilakukan Walikota sesual lingkup kewenangannya.

Izin addah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk
melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.

Persgtujuan addah penyaeen setuyu yang diberiken secara  tertulis
kepada Badan Ussha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di  bidang
Minyak dan Gas Bumi.
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8. Rekomendas addah keterangan yang diberiken kepada badan usaha
sebagal syarat untuk mendapatkan izin;

9. Direktur Jenderd addah direktur jenderd yang lingkup  tuges dan
tanggung jawabnya mdiputi kegiatan ussha minyak dan gas bumi.

10. Badan addah stigp badan hukum yang menjdankan jenis ussha yang
bersfa tetgp dan terus menerus, dan yang didiriken sesua  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja berkedudukan
dadam wilayah Negara Republik Indonesa

11. Bentuk ussha tetgp addah badan ussha yang didirikan dan berbadan
hukum d luar wilayah Negaa Republik Indonesa dan mdakukan
kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia

12. Peusshaan Jasa Penunjang addah Badan Usdha yang meakukan
kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

13. Wilayah Kuasa Pertambangan aau Wilayah Kerja Kontraktor addah
dagrah tertentu ddam wilayah hukum Petambangan Indonesa  untuk
melakukan kegiatan eksploras dan eksploitas minyak dan gas bumi.

14. Pemerikssen addah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengolah daa aau keterangan lainnya ddam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewgiban Retribus Daerah.

15. Pewidken tindek pidana pedanggaran perauran  deerah addah
sangkaan kegigan yang dilekukan oleh penyidik Pegawa Negeri Spil
yang sdanjutnya dissbut penyidik, untuk mencai  sata mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindek pidana di bideng
Retribus Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasdl 2

(1) Penydenggaaen Pengussheen Minyak dan Gas Bumi yang dgpat
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota terdiri dari :
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a. Pestujuan penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan aau  wilayah
kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegialan minyak dan gas
bumi.

b. Rekomendas prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
kegiatan minyak dan gas bumi.

C. lzin pendirian dan penggunean gudang bahan pdedek di  dagrah
operas daratan.

d. lzin pembukaan kantor perwakilan perussheen di sub sektor minyak

dan gas bumi.

Rekomendas lokad pendirian kilang.

[zin pendirian depot loka.

Izin pendirian Stasun Pengisan Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

()

0«

Izin pemasran jenisjenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2
(dua) langkah.
i, lzin pengumpulan dan penyauran peumas bekas
j. Persgtujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusshaan Jasa Penunjang
kecudi yang bergerak di bidang fabrikad, konstruks, manufaktur,
konsultan dan teknologi tinggi.
(2) Sdigp penydenggaraan kegiatlan minyak dan gas bumi  sebagamana
dimeksud pada ayat (1) pasa ini wgib mempeoleh izin dai Wadikota
aau pgaba yang ditunjuk.

BAB I
TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HULU

Pasal 3
Taa caa permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah kuasa
Pertambangan aau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lan sebagamana
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dimeksud ddam pasd 2 aya (1) huruf “@ Perauran Dagrah ini addah

sebagal berikut :

a. Badan Ussha menggukan permohonan penggunaan lahan kepada Wadikota
dengan tembusan kepada Direktur Jendera dengan meampirkan sekurang—
kurangnya:

1. Bio dataperusahaan.

2. Petalokas.

3. lzinLokes.

4. Datamengena pemanfaatan lahan.
5. Jaminan mentaeti ketentuan teknis

b. Apabiladiperlukan Badan Usaha Wgjib meaksanakan presentas teknis.

c. Pemaintah kota memberikan persgtuyjuan  penggunean Wilayah Kuasa
Peatambangan aau wilayah Keja Kontrektor satdah  mendapat
rekomendas dari Direktur Jenderd.

d. Tehadgp Badan Usdha yag tdah mendgpa persetuyjuan,  wgib
mengadakan pejanjian  pemanfastan lahan dengan pemegang  Wilayah
Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.

e. Badan ussha wagib mentaai ketentuan mengena  kesdamaan  keja,
lindungen lingkungen, evadued dan peaporan sesual perduran  perundang—
undangan yang berlaku.

Pasd 4
Taa caa pemohonan dan pemberian Rekomendas penggunaan kawasan
hutan untuk Kkepentingan kegigtan minyak dan gas bumi  sebagamana
dimaksud ddam pasa 2 aya (1) huruf “b” Peraturan Dagrah ini addah
sebagal berikut :
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a. Badan Usdha aau Bentuk Usaha Tetap menggukan permohonan kepada
Wadlikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderd dengan meampirkan
sekurang —kurangnya:

1. Biodata Perusahaan.

2. Daamengenal titik koordinat daerah yang akan digunakan.

3. Datamengena jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. Peta Wilayah Kuesa Petambangan aau Wilayah Kerja
Kontraktor.

5. 1z2in Undang — undang Gangguan / HO.

b. Atas pemohonan sebagamana dimeksud ddam hurdf “d  pasd ini,
Pemerintah Kota meakukan penditian adminidratif dan evalued.

c. Bedasakan hedl penditian dan evadued, Pemerintah Kota memberikan
Rekomendas kepada Badan Ussha aau Bentuk Usaha Tetgp untuk
sanjutnya disampakan kepada indand bewenang guna mendapetkan
izin penggunean kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan

gasbumi.

Pasal 5

Tata caa teknis permohonan dan  pemberian  izin  mendirikan  dan

menggunakan gudang bahan peledek di dagrah operad daralan sebagamana

dimaksud ddam pasa 2 aya (1) huruf  “C’ Peraturan Dagrah ini addah
sebagal berikut :

a Badan Usha aau Bentuk Usdha Tetgp menggukan permohonan izin
mendirikan dan menggunakan gudang aau kontainer tempat penyimpanan
bahan peledak kepada Pemerinteh Kota dengan dilengkepi  sekurang—
kurangnya:

1. Gambar kondruks gudang / Kkontaner penyimpanan bahan
peledak.
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2. Gambar tata letak gudang / kontaner penyimpanan bahan
peledak.

3. Peta dtuas wilayah kerja

4. Jenis, berat serta ukuran peti / box bahan peedak yang akan
dismpan.

5. Rekomendas Direktur Jenderd.

6. Rekomendas Surat penyataan tidek keberatan dari Kagpolda
setempat.

7. 1zin Undang —undang Gangguan / HO.

b. Atas pemochonan sdbagamana dimeksud huruf “@ pasd ini, Pemeintah
Kota meakukan penditian adminigratif dan evaues.

c. Bedasakan hasl penditian dan evduas, Pemeinteh Kota memberikan
Izin mendirikan dan mengguneken gudang dau kontaner penyimpanan
bahan peledak di daerah opeas daratan.

d. Baden Usaha aau Bentuk Ussha Tetgp Wgib mentaeti ketentuan mengena
kedamatan kerja, lindungan lingkungan, dandar teknis, evduas dan

pelagporan sesual peraturan perundang—undangan yang berlaku.

Pasal 6

Taa caa teknis permohonan dan pemberian Izin  Pembukaan Kantor

Pawakilan Perusthaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagamana

dimeksud ddam pasd 2 aya (1) huruf “d’ Peraiuran Dagrah ini addah

sebagal berikut :

a Badan Usha aau Bentuk Ussha Tetgp menggukan permohonan izin
pembukaan kantor perwekilan kepada pemerintah kota diserta dasannya
dengan meampirkan sekurang — kurangnya.:

1. Surat Keerangan Tedatar (Busness Regidration Cetificate) aau
sgenisdari negaraasd.
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2. Rekomendas dai Keduteen Besr Rl di negara asd yang beris Nama
dan damat Perusshaan, nama pemilik dan dewan Direkd, dan Rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia

3. Suraa Kussa untuk Kepda Kantor Perwekilan dai FAimpinan
Perusahaan Kantor Pusat.

4. Bagan organisas Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia

5. Rencana kegiatan Kantor Perwakilan / redises kegiatan di Indonesa
(untuk perpanjangan).

6. Rekomendas dari Direktur Jenderd.

7. 1zinundang — undang Gangguan / HO.

b. Atas pemohonan sebagamana dimeksud huruf “d pesa ini, Pemerintah

Kota meakukan penditian dan evaues.

c. Bedasakan hasl penditian dan evduad, Pemeintah Kota mengduarkan

Izin Pembukaan Kantor Perwakilan.

BAB IlI
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HILIR

Pasa 7

Taa caa teknis pemohonan dan pemberian Rekomendas lokas Pendirian
Kilang Minyak ssbagamana dimeksud ddam pesd 2 aya (1) huruf “¢€’
Peraturan Daerah ini addah sebagal berikut :
a Badan Ustha  menggukan permohonan Rekomendas lokas Pendirian

Kilang kepada Wdikota dengan meampirkan sekurang—kurangnya:

1. Biodata perusahaan.

2. Petalokas.

3. Kapadtas produks
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4. Penggunaan perdatan dan jumlah tenagakerja
5. 1zinundang — undang Gangguan / Ho

b. Atas permohonan sebagamana dimeksud huruf “& pasa ini, Pemerintah
Kota meakukan penditian dan evaues.

C. Bedasakan hadl penditian dan evduas, Pemeintaeh Kota memberikan
Rekomendas Lokas Pendirian Kilang.

d. Badan Ustha Wgib mentaati ketentuan mengena kesdamaan kerja,
lindungan lingkungan, dandar teknis, evduas dan pdaporan  sesua

peraturan perundang—undangan yang berlaku.

Pasa 8

Taa caa teknis permohonan dan pemberian lzin Pendirian Depot Lokd

sebagamana dimaksud ddam pasd 2 aya (1) hurdf “f” Peraturan Daerah ini

addah sebagal berikut :

a. Badan Ustha menggukan permohonan kepada Wadikota atau pejabat yang
ditunjuk dengan tembusan kepada Direktur jenderd dan mdampirkan
sekurang—kurangnya.:

Biodata perusahaan.

Petalokas.

Data mengena kepaditas penyimpanan.

Data perkiraan penyauran.

Inventarisas perdatan dan fasllitas yang dipergunakan.

Izin Undang — Undang Gangguan / HO.

b. Atas pamohonan sebagamana dimeksud huruf “d pasd ini, Pemerintah
Kota melakukan pendlitian adminidratif dan evaued.

Cc. Beadasakan hesl penditian dan evdued, Pemeintah Kota mengduarkan
1zin mendirikan Depot Lokdl.

o o W N PF
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d. Badan Ussha Wgib mentaati ketentuan mengena  kesdamaan Kerja,
lindungan lingkungan, dandar teknis, evaues dan pdgporan  sesual
peraturan perundang—undangan yang berlaku.

Pasal 9

Taa caa teknis pemberian 1zin Mendirikan SPBU, sebagamana dimaksud

dalam pasd 2 ayat (1) huruf “g” addah sebagal berikut

a. Badan Ussha menggukan permohonan kepada Wadikota dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal - dan melampirkan sekurang —kurangnya:

Biodata perusahaan.

Petalokas.

Data mengena Kagpasitas penyimpanan.

Data perkiraan penyauran.

Inventarisas perdatan dan fasllitas yang dipergunakan.

|zin undang — undang Gangguan / Ho

b. Atas pemohonan sebagamana dimeksud huruf “d pasd ini, Pemerintah
Kota meakukan penditian adminidratif dan evalues.

Cc. Beadasakan hedl penditian dan evduas, Pemerintah Kota memberikan
izin mendiriken SPBU.

d. Badan Usdha Wgib mentaati ketentuan mengena  kesdamaan ke,

© a0~ W NP

lindungan lingkungan, <andar teknis evduas dan  pdaporan  sesua
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Pasd 10
Tata caa permohonan dan pemberian lzin Pemasaran Bahan Bakar Khusus
yang beupa Bahan Bakar Untuk mesn 2 (dud langkah sebagamana
dimeksud ddam pasd 2 aya (1) huruf “h” Peraturan Dagrah addah sebaga
berikut :
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a. Badan Ussha menggukan permohonan kepada Wadikota dengan tembusan
kepada Direktur Jenderd - dengan melampirkan sekurang — kurangnya:

Biodata perusahaan.

Informad teknis.

Sura Keterangan Domidli.

Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP).

Surat Keterangan Wgjib Daftar Perusahaan.
6. 1zinundang — undang Gangguan/ Ho

b. Apabiladiperlukan Badan UsshaWagib melakukan persentas teknis.

c. Atas pemohonan sebagamana dimeksud huruf “d pasd ini, Pemerintah
Kota meakukan penditian adminigratif dan evaues.

d. Badan Usdha aau Bentuk Usadha Tetap Wagib menteati ketentuan mengenai

a M~ 0w NP

kesdlamatan  kerja,  lindungan  lingkungan, dandar teknis, evalues  dan
pelaporan sesual peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Pasd 11

Tada cara pemohonan dan pemberian lzin Pengumpulan dan Penyauran
Pdumas Bekas sdbagamana dimeksud ddam pasd 2 aya (1) hurdf 07
Peraturan Daerah ini adaah sebagal berikut :
a. Badan Ustha menggukan permohonan kepada Wadlikota atau Pejabat yang

ditunjuk dengan mdampirkan sekurang —kurangnya.:

1. Biodata perusahaan.

2. Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Sura lzin Tempat Usaha (S'TU) aau izin Undang—undang Gangguan /

HO.

4. Daamengena fadlitas penampungan.
5. Data Perdatan yang dipergunakan.
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b. Atas pemohonan sebagamana dimeksud ddam huruf “& pasd ini,
Pemerintah Kota melaksanakan penditian adminigtratif dan evauas.

c. Pdumas bekas yang dihaslkan wagib disdurkan kepada perusshaan
pemegang izin pengolahan pelumas bekas,

d. Badan Ussha Wgib mentaati ketentuan mengena  kesdamaan Kerja,
lindungan lingkungan, <andar teknis evduas dan  pdaporan  sesua
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PADA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG

Pasd 12

Taa caa permohonan untuk mendapatkan Persatujuan Surat  Keterangan

Terdaftar Perusshaan Jasa Penunjang Lain sebagaimana dimeksud ddam pesd

2aya (1) hurdf “j” Peraturan Daerah ini addah sebaga berikut :

a Sdigp Perusshaan Jasa Penunjang yang akan medaksanakan kegiaan pada
Badan Ussha atau Bentuk Usaha Tetgp yang melakukan kegiatan ekploras
dan eksploited minyak dan gas bumi wagib mendapatkan persetujuan Surat
Keterangan Terdaftar.

b. Untuk mendgpatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana
dmeksud ddam huruf “d  pasd  ini, Badan Usdha menggukan
permohonan kepada Pemeintah Kota dangan meampirkan sekurang —
kurangnya:

1. Biodata perusahaan
2. Sura lzin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Sura Izin Tempat Usaha (S TU)
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4. Referend Bank
5. TandaDaftar Rekanan (TDR)

c. Atas pamohonan sbagamana dimeksud ddam huruf “@ pasd  ini,
Pemerintah Kota meakukan penditian adminigtratif dan evalues.

d. Beadasarkan hedl penditian dan evduas, Pemerintah Kota memberikan
Parsstujuan Surat Keterangan Terdaftar kepada Badan Usaha dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal.

BAB V
HAK DAN KEWAJBAN

Pasd 13

(1) H&k dan kewgiban badan mengacu kepada ketentuan yang berlaku untuk
pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi.

(2) Pemegang lzin Usaha minyak dan gas bumi ddam stigp kontrak untuk
melaksanakan pekerjaan berkewgiban memperkerjakan tenaga ahli  dan
tenaga teampl yang tdah memiliki  satifikat sesua  dengan  bidang
pekerjaan  yang  dilaksanakan. Satifikat  keghlian /  keterampilan
sebagamana dimaksud harus dikel uarkan oleh Lembaga yang berwenang.

(3) Pemeggang 1zin Usaha bertanggung jawab aas segda akibat yang timbul
dalam pelaksanaan pekerjaannya

(4) Setigp Pemegang 1zin Usshaminyak dan gas bumi waib :

a Membeikan jaminan tertulis bahwa pekejaan akan dilaksanakan
dengan bak sesual dengan prosedur dan standar yang berlaku.

b. Mentaeti dan memperhaikan ketentuan mengena dandar, kesdamaan
kerja, kesdamaan umum dan lingkungan hidup dibidang minyak dan
gasbumi.

c. Memasang papan nama perusahaan di kantor perusahaan.
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d. Menunjukken Setifikaa Pengujian teknis dai Lembaga Setifikes
Teknis setelah selesal pekerjaannya

e. Menyampakan lgporan tertulis secara berkda mengena  kegiagannya
kepada Walikota atau Pgjabat yang ditunjuk.

f. Badan Ussha yang mendapatkan 1zin, Rekomendas, dan Persgtujuan
berdasarkan Peraturan Daegrah ini wgib menyampakan Daftar Ulang
secara berkaa 2 (dua) tahun sekdli.

BAB VI
PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasd 14
(1) Pembineen dan Pengawasan das peaksanaan 1zin Usaha Minyak dan
Gas Bumi dilakukan oleh Walikota atau Pgabat yang ditunjuk.
(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) pesd
in mdiputi :
a Kedamaan dan keamanan bagi manusa den pada kesduruhan
sgtem penyediaan minyak dan gas bumi.
b. Perlindungan lingkungan.
C. Pemanfaatan proses teknologi yang bersh, ramah lingkungan dan
berefisend tinggi.
d. Pemanfastan barang dan jasa ddam negeri, termasuk kompetens
engenesring.
e. Tercgpanyastandarisas dan pengawasan bumi.
(3) Ddam mdaksanakan pembinaan dan pengawasan, Walikota :
a Menggpkan pedoman teknis dengan  memperhaikan  Standar
keamanan, kesdamaan dan lingkungan di bidang minyak dan ges
bumi.
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b. Memberikan bimbingan dan pelatihan.
c. Mdakukan ingpekd teknis.
(4) Ddam hd terjadi keadaan :

a Membahayakean keamanan umum dan lingkungan Wadikota dapa
mengambil tindakan penghentian operad.

b. Kekurangan penyedisan minyak dan gas bumi untuk kepentingan
umum, Wadikota dgpa mengambil tindekan peningkatan kapasitas
pengoperasan.

BAB VII
SANKSI

Pasd 15
(1) 1zin dapat dicabut gpabila:
a. Menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
b. Merugikan kepentingan umum.
c. Tidk mdaksanekan kewgiban sebagamana dimeksud Pesd 13
Peraturan Daerah ini.
d. Persyaratan yang digukan tidak benar / dipa sukan.
e. Mdanggar ketentuan peraturan perundang — undangan.
(2) Pencabutan izin sebagamana dimeksud pada ayat (1) pasd ini dilakukan
setdlah mddui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kdi.
(3) Tata cara pemberian sankd adminidratif sebagamana dimeksud pada
ayat (1) dan (2) pasd ini ditetapkan lebih lanjut oleh Wadikota



RGS &m

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasdl 16

(1) Baang dgpa yang mdanggar ketentuan Pesd 2 aya (2) Peraturan
Dagah ini diancan pidana kurungan pding lama 3 (tigd) bulan aau
denda paing banyak Rp. 5.000.000,- (limajutarupiah).

(2) Tindk pidana sebagamana dimeksud ddam aya (1) pasd ini addah
pelanggaran.

(3) Sdigp orang aau Badan Usdha yang mdanggar ketentuan Pasd 15 aya
() huruf “d& Peauran Dagrah ini diancam pidana sesua  undang—
undang Nomor 23 Tahun 1997.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasd 17
(1) Pgaba Pegawa Negeri Spil tetentu di lingkungan Pemerintah Kota
diberi wewenang khusus sebagal penyidik untuk meakukan penyidikan
tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
(2) Wewenang penyidik ssbagamana dimeksud pada aya (1) pasd ini
addah:

a Mengima mencari, mengumpulken dan menditi keterangan aau
lgporan berkenaan dengan tindek pidana pedanggaran  terhadap
Peraturan Dagrah dan agar keterangan aau lgporan terssbut menjadi
lengkap dan jelas.

b. Menditi, mencai dan mengumpulkan keterangan mengena  orang
pribadi  atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
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sehubungan  dengan  tindek pidana pelanggaran terhadgp  Peraturan
Daerah.

Cc. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindek pidana pelanggaran terhadgp  Peraturan
Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen—dokumen serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

e. Mdakukan penggdedahan untuk mendapatkan  barang  buki
pembukuan, pencatatan dan dokumen—dokumen lain, seta meakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli ddam rangka peaksanaan tuges
penyidiken tindek pidana dibidang pelanggaran terhadgp Peraturan
Daerah.

0. Menyuruh berhenti, mdaang sessorang meninggakan ruangan  aau
tempat pada ssat pemeikssan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang aau dokumen yang dibawa ssbagamana dimaksud
pada huruf “€’.

h. Memotret sessorang aau yang berkaitan dengan tindak pidana
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

i. Memanggl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebaga tersangka atau sakd.

j.  Menghentikan penyidikan.

k. Mdakukan tindekan lan yang pelu untuk kdancaran penyidikan
tindek Pdana dibidang Pdanggaan Terhadap Peraturan Dagrah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagamana dimeksud pada ayat (1) pasd ini memberitahukan

dmulainya penyidiken dan menyampakan hasl penyidikannya kepada
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penuntut umum Sesua dengan  ketentuan yang diaur ddam  Undang—
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasd 18
Terhadgp Perizinean aau Rekomendas atau Persstujuan yang tdah dikduarkan
sebelum  ditetapkannya Peraturan Dagrah ini dinyatakan tetep berlaku sampa
dengan berakhirnya perizinan atau rekomendas atau persetujuan tersebut.
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasdl 19
Petunjuk Pedaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetgpkan lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar sdtigp orang dgpat  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ddam Lembaran Daerah Kota
Depok.

Ditetapkandi : Depok

Pada Tanggd : 07 Agustus 2000
WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
PadaTangod @ 21 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. DEDI SETIADI
NIP. 010.072.804

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI C



